BAB |
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Istilah Yayasan, bukan merupakan istilah yang asglah sejak lama
Yayasan hadir sebagai salah satu organisasi atinly@ng melakukan kegiatan
dalam bidang kemanusiaan, sosial, dan keagamadmelu§e dikeluarkannya
undang-undang yang khusus mengatur tentang yayasameka sudah terlebih
dahulu ada dan sudah aktif melakukan kegiatannjraddinesia.

Dalam aktifitasnya Yayasan-yayasan tersebut hangaggunakan Kitab
Undang-undang Hukum Perdata sebagai dasar pengato@akan hanya
mengikuti kebiasaan yang sudah lazim dilakukankketinengelola yayasan
dimasyarakat. Adapun ketentuan—ketentuan dalam K@kiata yang biasanya
dijadikan sandaran bagi yayasan sebelum undangigngayasan lahir yaitu
pasal 365, pasal 900, pasal 1680 KUH Perdata.

Dalam Pasal 365 KUH Perdata disebutkan bahwa, dalegala hal,
bilamana Hakim harus mengangkat seorang wali, n@avalian itu boleh
diperintahkan kepada suatu perhimpunan berbadamnhuikang bertempat
kedudukan disini pula, yang mana menurut anggarasardya akta-akta
pendirianya atau reglemen-reglemenya berusaha neamreelanak-anak belum
dewasa untuk waktu yang lama.

Sedangkan Pasal 900 KUH Perdata menyebutkan babag@tiap
pemberian hibah dengan surat wasiat untuk keunturiggdan-badan amal,
lembaga keagamaan, gereja atau rumah-rumah sakit,akkan mempunyai
akibatnya, melainkan kepada pengurus badan-badsebtg, oleh Presiden atau
oleh suatu penguasa yang ditunjuk Presiden tel&eridikekuasaan untuk
menerimanya.

Pasal 1680 KUH Perdata pun tidak jauh berbedau yaienentukan
tentang penghibahan yang dilakukan kepada lemlmaghaga umum atau
lembaga-lembaga keagamaan, tidak mempunyai ak#oaik ditegaskan melalui
kewenangan yang diberikan oleh Presiden atau psagainya terhadap para

pengurus lembaga tersebut.
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Dalam pasal-pasal KUH Perdata yang sudah disebutk@ak diatur
secara lebih tegas mengenai definisi Yayasan, sstéayasan sebagai badan
hukum atau bukan, bagaimana organ atau struktand@gsi Yayasan, sehingga
Yayasan yang ada pada saat itu dianggap sebagmiisagi yang tertutup dan
dikecualikan dari Undang-undang terutama undangsumdoerpajakan, bahkan
ada juga yang menganggap bahwa Yayasan adalah salatalternatif badan
usaha setelah Perseroan Terbatas (PT), CV, daa.Firm

Beberapa pakar hukum memberikan beberapa pengeXyasan,
diantaranya Paul Scholten yang memberikan defiffagasan adalah:

“suatu badan hukum yang dilahirkan oleh suatu pEe@an sepihak.
Pernyataan itu harus berisikan pemisahan suatuy&8ekauntuk suatu
tujuan tertentu, dengan penunjukan bagaimanakadykek itu diurus dan
digunakan®

Undang-undang No. 16 tahun 2001 tentang Yayasah tkkeluarkan dan
kemudian diikuti dengan dikeluarkannya Undang-ugd&to. 28 tahun 2004
tentang Perubahan Undang-undang No. 16 tahun 2@@fang Yayasan.
Perubahan Undang-undang Yayasan dilakukan bukamuk upenggantian
seluruhnya, dalam arti undang-undang yang lamantdigéengan yang baru,
melainkan hanya beberapa pasal saja yang digamijash tidak merubah seluruh
pasal dalam Undang-undang No. 16 tahun 2001. Behekatentuan dalam
Undang —undang Yayasan No. 28 tahun 2004 [ahitasetBtemukan reaksi dan
kegoncangan dalam masyarakat khusus menyikapi draiagiang Yayasan ini,
terutama mengenai pemberian gaji dari Yayasandaeghpengurus Yayasan, dan
mengenai pengaturan organ Yayasan.

Dilihat dari kegiatanya, sejak awal Yayasan didinkoukan untuk tujuan
komersial, akan tetapi tujuan pendiriannya untuknimentu atau meningkatkan
kesejahteraan dalam bidang Sosial, Keagamaan damar(essiaan. Memang
sebelum dikeluarkannya Undang-undang No. 16 talQ@i 2/ang merupakan
tonggak reformasi dari Yayasan di Indonesia, banygajadi penyelewengan,

diantaranya mengenai penggunaan dana Yayasan, dangakan untuk

! Chidir Ali, Badan Hukum(Bandung: Alumni, Cetakan ke-3, 2005), hal. 86.

2 partomuan Pohaseminar Yayasan, aspek Hukum, Pajak dan Restruktuviagasan,
Jakarta, 19 Februari 2009.
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keperluan bisnis yang akhirnya menyimpang dari mékian tujuan didirikannya
Yayasan tersebut atau bahkan yang lebih beratvlagasan digunakan sebagai
sarana pencucian uang sehingga uang itu menjaali $etelah diberikan melalui
Yayasan.

Pengertian Yayasan menurut Pasal 1 ayat (1) Undadgng No. 16
tahun 2001 tentang Yayasan adalah:

“Badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang diiga dan
diperuntukan untuk mencapai tujuan tertentu dilgdsosial, keagamaan,
dan kemanusiaan yang tidak mempunyai anggbta.”

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Yayasan dbohesia antara lain
memberikan santunan kepada anak yatim piatu, mekabetesejahteraan kepada
penderita cacat badan, memberikan beasiswa kepadk lkurang mampu,
memberikan bantuan kepada keluarga yang tengahuk@rdmembantu
memberikan pelayanan kesehatan, kepada penderditu spenyakit, dan
sebagainyé.

Hal ini sangat berbeda jika kita bandingkan dengerusahaan, yang
persekutuan modal, didirikan untuk menjalankan tgdasaha tertentu dengan
tujuan untuk mendapatkan atau menghasilkan keuaturiengan mengacu pada
Undang-undang wajib daftar perusahaan, maka pgeaasadidefinisikan sebagai
berikut:

“setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jgseda yang bersifat
tetap, terus-menerus dan didirikan bekerja sertkededukan dalam

wilayah negara Indonesia dengan tujuan memper@ahtkngan dan atau

laba”>

Bentuk atau jenis badan usaha bersifat perseorampgaisekutuan, atau
badan hukum. Bentuk hukum perusahaan perseordeham ada pengaturannya
dalam undang-undang, melainkan berkembang sesungade kebutuhan

masyarakat atau pengusaha.

% IndonesiaUndang-undang tentang Yayas&fU No. 16 tahun 2001, LN. No. 112 TLN.
No. 4132, Pasal 1 angka 1.

4 Gatot Supramondjukum Yayasan di Indonesidakarta: Rineka Cipta, 2008), hal. 1.

® Abdulkadir MuhammadHukum Perusahaan Indonesi@andung: PT. Citra Aditya
Bakti, 1999), hal. 1.
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Bentuk hukum perusahaan, baik persekutuan dan bhadkom sudah
diatur dalam undang-undang. Misalnya Firma (Fa) Barskutuan Komanditer
(CV) diatur dalam KUHD (Kitab Undang-undangan hokdagang), sedangkan
Perseroan Terbatas (PT) diatur tersendiri dalamabgdindang Perseroan
Terbatas.

Pengertian Perseroan Terbatas dalam Undang-undasgbtit adalah
badan hukum yang merupakan persekutuan modal, ikdidir berdasarkan
perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modsardyang seluruhnya
terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yitetgpkan dalam undang-
undang ini serta peraturan pelaksanahya.

Dalam melakukan kegiatan usahanya perusahaan itetélagn beberapa
bidang usaha seperti dalam bidang perindustriamljagangan, dan bidang jasa.
Sedangkan definisi usaha sendiri adalah setiapkand perbuatan atau kegiatan
apapun dalam bidang perekonomian, yang dilakukath cetiap pengusaha
dengan tujuan memperolah keuntungan dan atau laba.

Dengan demikian, suatu kegiatan dapat disebut udalsan arti hukum
perusahaan apabila memenuhi unsur sebagai berikut:

1. dalam bidang perekonomian;
2. dilakukan oleh pengusaha;
3. tujuan memperoleh keuntungan dan atau [aba.

Dari unsur-unsur tersebut diatas, kegiatan ekonang dilakukan oleh
pengusaha untuk mengumpulkan sebanyak-banyaknydukean, tentunya tidak
bisa dibatasi oleh satu kegiatan saja, dan tidaknihkeé kebebasan untuk
melakukan suatu kegiatan usaha lainnya, yang doniesia dikenal dengan
Perseroan, lebih khusus lagi Perseroan Terbatag gaiur dalam Undang-
undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terff&tbdT"), telah efektif
berlaku sejak tanggal diundangkan, tepatnya padgg& 16 Agustus 2007.
UUPT tersebut, menggantikan UUPT sebelumnya yaitdddg-undang No. 1
tahun 1995.

6 Indonesiayndang-undang tentang Perseroan Terbatdld, No. 40 Th. 2007, LN No.
106 Th. 2007, TLN 4756, Pasal 1 angka 1.

” Abdul Kadir Muhammadop.cit, hal. 2.
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Perusahaan dapat juga didefinisikan sebagai beistatka yang melakukan
kegiatan usahanya secara tetap, terus-menerus,ardefiguan memproleh
keuntungan dan atau laba, baik yang diselenggarakaim orang-perorangan
maupun badan usaha yang berbentuk badan hukurbw#tan badan hukun, yang
didirikan dan berkedudukan dalam wilayah negarauBéplIndonesia.

Hadirnya UUPT yang baru, tidak terlepas dari bgie@dasan sebagaimana
dicantumkan dalam bagian pertimbangan UUPT seltesy#iut:

1. perekonomian nasional yang diselenggarakan berdatses demokrasi
ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensikelaeilan, berkelanjutan,
berwawasan lingkungan, kemandirian, serta denganjage keseimbangan,
kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional, perlu ditwk oleh
kelembagaan perekonomian yang kokoh dalam rangksvujueékan
kesejahteraan masyarakat;

2. dalam meningkatkan pembangunan perekonomian nasilamasekaligus
memberikan landasan yang kokoh bagi dunia usahlemdahenghadapi
perkembangan perekonomian dunia dan kemajuan tEkinotliera
globalisasi pada masa mendatang, perlu didukunp eleatu undang-
undangan yang mengatur perseroan terbagas yangt aapajamin

terselenggaranya iklim dunia usaha yang kondusif;

Kalau dilihat sepintas, antara Yayasan dan Pemsefedbatas, seperti dua
sisi mata uang yang tidak pernah akan dapat bertéayasan bersifat sosial dan
Perseroan Terbatas bersifat bisnis untuk mendapatkabesar-besarnya
keuntungan. Namun demikian jika kita lihat lebihuha poin 1 bagian
pertimbangan dikeluarkannya UUPT ada Kkata-kata sgrinkebersamaan,
berkeadilan berwawasan lingkungan, serta mewujudkkesejahteraan
masyarakat, ini sebenarnya irisan diatara dugargy berbeda tersebut.

Ada hal baru yang tidak bisa kita lupakan dan tetenjadi perdebatan
bagi pengusaha dan pemerintah sebelum Undang-undiadderlakukan yaitu
tentang Tanggung jawab sosial dan lingkungan Peaasa(“CSER”). Tanggung
jawab sosial dan lingkungan perusahaan, sebetumngeupakan sarana dari

pelaksanaan aturan dari Undang-undang Perseroabatdger Perusahaan-
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perusahaan yang sudah jauh-jauh hari peduli akeykuhgan sosial dan alam
sekitar tentunya tidak akan menjadi beban dengéeluwdirkanya aturan ini.

Yayasan-yayasan yang sudah berdiri atau didirikeetn &erusahaan tersebut
sangat membantu Perusahaan untuk membantu melk&salaaggung jawabnya
bagi lingkungan sosial dan alam.

Perusahaan yang telah berbadan hukum Indonesia selaligus juga
berarti sebagai warga negara Indonesia tidak @slelari tanggung jawab untuk
ikut serta mensejahterakan warga negara Indon8siaagai warga negara yang
baik “Good Corporate Citizen”, harus turut serta menjaga keseimbangan
perekonomian yang kokoh guna mewujudkan kesejarareasyarakat.

Undang-undang Perseroan Terbatas tidak mengatuairbaga cara
pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungams&®aan. Sehingga dalam
hal ini memungkinkan Perusahaan melakukannya dengamgajak kerjasama
sebuah Yayasan, atau memberikan sumbangan dana Maggisan, yang
selanjutnya akan digunakan sesuai dengan kegiaty@sédn itu sendiri, baik
dalam bidang sosial, kemanusian, pendidikan dagdmaan.

Sejak dikeluarkannya Undang-undang No. 16 tahunl 200Undang-
undang No. 28 tahun 2004 tentang Yayasan telah aengreformasi hukum
yang sangat mendasar yaitu meliputi:

1. Aspek organ Yayasan, yaitu pembina, pengawas, daguyous, serta

masing-masing wewenangnya;

2. Pengelolaan harta kekayaan menjadi jelas, misaharéa menjadi

terpisah tanpa mengenal pemiliknya;

3. pengelolaan Yayasan bersifat sukarela, yaitu berkas pada

kesanggupan seseorang menjadi anggota yayasamodesignal ®

Dalam Undang-undang No. 16 tahun 2001 pasal 9 Bysmiatu yayasan
dapat didirikan oleh satu orang atau lebih dengamisahkan sebagian harta
kekayaan pendiri sebagai kekayaan awal. PenjelRaaal 9 ayat 1 menjelaskan

bahwa yang dimaksud dengan “orang” adalah orangepeangan atau badan

8 H.P PanggabearKasus Aset Yayasan dan Upaya penanganan Sengketauimelal
Alternatif Penyelesaian Sengketdakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2002), hal. 24.
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hukum. Didirikan oleh satu orang atau satu baddauimumerupakan perbedaan

mendasar dengan Perseroan Terbatas yang didirdcdadarkan perjanjian. Pada

Pasal 9 ayat 5, Yayasan dapat didirikan oleh oasingy atau bersama-sama orang
asing. Namun dalam penjelasan pasal 9 ayat 5 tdabutkan orang asing atau

badan hukum asing.

Penulisan Tesis ini akan dibatasi pada Yayasan glaligkan oleh badan
hukum, dalam hal ini adalah Perseroan Terbatas s&ikiiri maupun bersama-
sama dengan Perseroan Terbatas lainnya.

Yayasan sebagai badan hukum tentu harus memifédi siandiri, tidak
dapat bergantung kepada orang atau badan hukunyaimelainkan sebagai diri
sendiri Yayasan tersebut, sehingga ketika suddihikdin oleh orang atau badan
hukum maka kekayaannya menjadi kekayaan Yayasantidiak dapat ditarik
kembali, atau dibagi-bagikan kepada para penditi atgan Yayasan.

Namun akan berbeda ceritanya jika pendirian Yaydsesebut ternyata
masih memiliki hubungan istimewa, atau tetap tidd&paskan dari pendiri atau
para pendirinya. Bisa jadi dengan berbagai ald€#sglnya dari nama Yayasan
yang masih menggunakan sebagian atau seluruh naghanBHukum tersebut
atau bahkan nama produk dari Badan Hukum itu.

Sepintas tidak ada salahnya walaupun menggunakama yang masih
berhubungan dengan Badan Hukum selaku pendirirgmun bagaimana jika
organ-organ yang seharusnya mandiri pun ternyatas hdiisi oleh orang-orang
yang ditunjuk oleh Badan hukum sebagai pendiriaB&li penempatan orang-
orang kepercayaan dari Badan Hukum pendiri tersadmiah untuk menjaga agar
maksud dan tujuan dari pendirian yayasan terseidak tmenyimpang dari
maksud dan tujuan ketika memisahkan harta untulasay dari Badan Hukum
itu.

Selain itu juga dari sisi pendanaan Yayasan, apéidlak mungkin jika
Yayasan yang sudah didirikan tersebut mendapat dariduar Badan Hukum
pendiri, atau bagaimana jika Yayasan mengalami lik@sukeuangan, apakah
dapat meminjam dari lembaga lain tanpa persetugtan jaminan Badan Hukum
pendiri. Hal-hal inilah yang menjadi dasar peratityang akan dilakukan oleh
Penulis.
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1.2 Rumusan Pokok Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di mt@ea permasalahan

dapat diidentifikasi sebagai berikut :

1. Apa konsekuensi Yayasan yang didirikan oleh Pesseli®rbatas sebagai
pendiri dengan menggunakan sebagian nama Persataarproduk dari
Perseroan Terbatas tersebut?

2. Bagaimana pembentukan organ Yayasan yang didirit@n Perseroan
baik sendiri maupun bersama-sama dengan Badan Hialkounya?

3. Bagaimana pengelolaan kekayaan/keuangan bagi Yayase didirikan
oleh Badan Hukum tersebut?

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian
Penelitian, pengkajian dan penulisan tesis ini rmadgng maksud dan
tujuan untuk :
1. Maksud Penelitian :
Mempelajari, mendalami dan mengkaji kemandirian a&ayn apabila
Yayasan tersebut didirikan bukan oleh orang pegaanmelainkan oleh
Badan Hukum, terutama dalam hal ini adalah Peraefegbatas.
2. Tujuan Penelitian :

a. Untuk mengungkapkan kaitan Yayasan dengan menggona&ma
Badan Hukum sendiri (dalam hal ini Perseroan Ted)attau nama
produk Badan hukum tersebut.

b. Untuk mengkaji bagaimana sebaiknya jika organ Yayadiisi oleh
orang-orang yang menjadi kepercayaan, bahkan mailjebat pada
Badan Hukum atau Perseroan Terbatas yang menjadiirpe
Bagaimana peranan masing-masing organ yang tekghrdialam
Undang-undang Yayasan.

c. Untuk mengetahui pendayagunaan kekayaan Yayasan gimal
tanpa membebani Badan Hukum pendiri namun tidakyaiehi

maksud dan tujuan didirkannya Yayasan Tersebut.
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1.4 Metode Penelitian
Titik berat kajian ilmu hukum adalah kaidah-kaidatau norma-norma

hukum baik yang tertulis maupun yang tidak terfylang sedang berlaku, pernah
berlaku, ataupun yang dicita-citakan. Oleh kareima untuk membuat karya
ilmiah penulis menggunakan metode penelitian hukwmmatif yaitu penelitian
yang dilakukan melalui studi kepustakaan atau datainder, yang dilakukan
dengan menggunakan bahan hukum primer, sekundeeicer.

Adapun sumber data sekunder yang akan digunakamda¢nelitian ini
terdiri dari :

1. Bahan hukum primer yaitu berupa bahan-bahan hukany ynengikat
yaitu peraturan perundang-undangan. Dalam halaiiuyJndang-undang
No. 16 tahun 2001 tentang Yayasan jo Undang-untEm@8 tahun 2004
tentang perubahan terhadap undang-undang No. 1@ t2001 tentang
Yayasan. Selain itu, pada saat karya ilmiah inilgit telah dikeluarkan
pula Peraturan Pemerintah No. 63 tahun 2008 tenfelgksanaan
Undang-undang tentang Yayasan;

2. Bahan hukum sekunder berupa buku-buku atau liteliseuatur ilmu
hukum, materi seminar tentang Yayasan, hasil penelikelompok,
lembaga dan perseorangan dari para pakar, sertamgokdokumen
tertulis lainnya yang relevan dengan ohbyek perelitian memberikan
penjelasan terhadap bahan hukum primer;

3. Bahan hukum tertier berupa Kamus Hukum dan Kamimsiya yang
relevan atau yang memberikan kejelasan terhadapnbadhan hukum
primer dan sekunder.

Bahan-bahan hukum atau data-data yang relevan nemyak penelitian,
dikumpulkan dengan cara inventarisasi sistematémidian dipelajari, didalami,
dan dianalisis materi muatannya dengan pendekatadis/ analitis dan yuridis
komparatif yaitu melakukan studi komparasi dengadd Hukum lain yaitu
Perseroan Terbatas (PT). PT dipilih sebagai pembgn#&arena memiliki
karakteristik yang hampir sama dengan Yayasan yadanya harta yang
dipisahkan, tujuan tertentu, dan memiliki orgarseediri. Selain itu dalam Tesis
ini, yang menjadi obyek penelitian adalah Yayasamgydidirikan oleh PT.
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1.5 Sistematika Penulisan
Untuk menjaga keteraturan penulisan dan arah samuini, penelitian ini
disusun dalam 3 bab, yakni sebagai berikut :
BAB | PENDAHULUAN
Pada bab ini Penulis, menuliskan tentang Latarkaelgq Masalah,
Rumusan Pokok Masalah, Maksud dan Tujuan Peneliti@tode

Penelitian dan sitematika Penulisan.

BAB || ANALISA TERHADAP KEMANDIRIAN YAYASAN YANG
DIDIRIKAN  OLEH BADAN HUKUM (PERSEROAN
TERBATAY)

Pada bab ini Penulis akan memaparkan konsep kerzangiang
sudah diatur dalam Undang-undang yang mengaturartignt
Yayasan dan Peraturan Pelaksananya, bagaimana rigendi
Yayasan yang didirikan oleh orang-perorang maup@atab
hukum, bagaimana pengaturan penggunaan nama Yayasan
bagaimana mekanisme pembentukan organ Yayasan (Dewa
Pembina, Dewan Pengawas, maupun Pengurus) teriikanyang
menjadi pendiri adalah badan hukum. Kemudian Pefjudja akan
memaparkan bagaimana pengelolaan kekayaan Yayasag Yy
sudah menjadi tanggung jawab dari Yayasan atasspbam harta
oleh pendiri maupun donatur terutama pendiri danatls yang
merupakan badan hukum.

BAB 111 PENUTUP
Dalam Bab ini, Penulis menyimpulkan dari hasil lesaa dari
penelitian yang dilakukan, dan memberikan sarars g@akok

permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.
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